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KEPALA DESA PASIRAGUNG
KECAMATAN HANTARA KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRAGUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG 

PENETAPAN KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA
KECAMATAN HANTARA  KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRAGUNG,
	Menimbang
	:
	a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, menyebutkan Penetapan Kaur Keuangan untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

	
	
	b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf(a) di atas, maka perlu menetapakan Keputusan Kepala Desa Pasiragung tentang Penetapan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Pasiragung Tahun Anggaran 2026;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah berkali-kali dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);












5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Percepatan Penurunan Stunting  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS)Bagi Balita;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2108 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
15. Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan.
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan.
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 6);







20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 18).
	

	Memperhatikan
	 :
	Keputusan Kepala Desa Pasiragung 141.3/KPTS.01/I/2020 Tentang Pengangkatan Sdri NINING SARININGSIH sebagai Kepala Urusan Keuangan Kecamatan Hantara;

	

MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPALA URUSAN KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA PASIRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2026;


	Kesatu
	:
	Menetapkan
	  :

	
	
	Nama
	  : NINING SARININGSIH

	
	
	Tempat/Tgl. Lahir
	  : Kuningan,  24 Agustus 1982

	
	
	Jabatan
	  : Kaur Keuangan

	
	
	Sebagai Bendahara Desa Pasiragung Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan Tahun 2026;

	Kedua
	:
	Bendahara Desa sebagaimana Diktum Kesatu Berkewajiban Melaksanakan tugas :

	
	
	a. Menyusun RAK Desa;

	
	
	b. Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan , menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan;

	
	
	c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

	Ketiga
	:
	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

	Keempat
	:
	Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.



	Ditetapkan di
	:
	PASIRAGUNG

	Pada tanggal
	:
	06 Januari 2026

	
KEPALA DESA PASIRAGUNG,





DEDE MULYANA
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